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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Hukum Administrasi Publik 
dalam mendukung terwujudnya good governance melalui transformasi digital 
pelayanan publik di Indonesia. Penelitian dilatarbelakangi oleh meningkatnya tuntutan 
masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan 
berorientasi pada kepentingan publik di era digital. Di sisi lain, pemerintah menghadapi 
berbagai tantangan, seperti tumpang tindih regulasi, penyalahgunaan kewenangan, 
rendahnya kompetensi aparatur, serta belum meratanya implementasi Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui analisis berbagai 
peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan 
internasional, serta dokumen kebijakan pemerintah yang relevan. Analisis data 
dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengkaji implementasi prinsip-prinsip 
Hukum Administrasi Publik berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik 
(AUPB), good governance, dan digital governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
implementasi Hukum Administrasi Publik telah memberikan kontribusi terhadap 
peningkatan kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, efektivitas 
penyelenggaraan pemerintahan, serta kualitas pelayanan publik melalui penerapan 
SPBE. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara 
lain disharmonisasi regulasi, keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi 
digital aparatur sipil negara, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan 
kewenangan administrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan Hukum 
Administrasi Publik harus dilakukan secara terintegrasi dengan reformasi birokrasi, 
transformasi digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan 
sistem pengawasan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, 
dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. 
 
Kata kunci: Hukum Administrasi Publik, good governance, transformasi digital, 
pelayanan publik 
 

Abstract 
This study aims to analyze the implementation of Public Administrative Law in supporting 
the realization of good governance through the digital transformation of public services in 
Indonesia. The research is motivated by the increasing public demand for faster, more 
transparent, accountable, and citizen-oriented public services in the digital era. At the 
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same time, the government continues to face significant challenges, including overlapping 
regulations, abuse of administrative authority, limited digital competencies among civil 
servants, and uneven implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE). 
This study employs a qualitative approach using a library research method by examining 
laws and regulations, academic books, national and international journal articles, and 
relevant government policy documents. Data were analyzed descriptively using the 
theoretical perspectives of Public Administrative Law, the General Principles of Good 
Governance (AUPB), good governance, and digital governance. The findings indicate that 
the implementation of Public Administrative Law has contributed to strengthening legal 
certainty, transparency, accountability, administrative effectiveness, and the quality of 
public services through the adoption of digital government systems. Nevertheless, several 
challenges remain, including regulatory inconsistencies, inadequate digital infrastructure, 
limited digital literacy among public officials, and weak oversight of administrative 
discretion. This study concludes that strengthening Public Administrative Law requires an 
integrated approach involving bureaucratic reform, digital transformation, human 
resource capacity development, and improved supervisory mechanisms to establish 
effective, adaptive, accountable, and citizen-centered governance. The findings contribute 
to the development of public administration and administrative law studies while 
providing practical recommendations for improving public governance in Indonesia. 
 
Keywords: Public Administrative Law, good governance, digital transformation, , public 
service. 
 
 

PENDAHULUAN 
Pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance) 

merupakan salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan negara 
hukum yang demokratis, efektif, dan berorientasi pada pelayanan 
publik. Dalam negara modern, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai 
regulator, tetapi juga sebagai penyedia layanan publik yang dituntut 
mampu memberikan pelayanan secara cepat, transparan, akuntabel, 
partisipatif, dan berkeadilan. Perkembangan teknologi informasi, 
meningkatnya ekspektasi masyarakat, serta kompleksitas permasalahan 
pemerintahan telah mendorong perubahan paradigma administrasi 
publik dari sistem birokrasi konvensional menuju tata kelola 
pemerintahan berbasis digital (digital governance). Dalam konteks 
tersebut, Hukum Administrasi Publik memiliki kedudukan strategis 
sebagai instrumen hukum yang mengatur kewenangan pemerintah, 
membatasi penyalahgunaan kekuasaan, sekaligus memberikan 
perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap setiap tindakan 
administrasi pemerintahan. Tanpa landasan hukum administrasi yang 
kuat, transformasi birokrasi berpotensi menimbulkan ketidakpastian 
hukum, penyalahgunaan kewenangan, dan menurunnya kepercayaan 
publik terhadap pemerintah.  

Perkembangan transformasi digital sektor publik di Indonesia 
semakin diperkuat melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik (SPBE) sebagai instrumen reformasi birokrasi nasional. SPBE 
bertujuan mengintegrasikan proses bisnis pemerintahan, meningkatkan 
kualitas pelayanan publik, memperkuat transparansi, efisiensi, 
efektivitas, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. 
Implementasi SPBE juga merupakan bagian dari agenda transformasi 
digital nasional yang mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam 
penyelenggaraan administrasi pemerintahan, mulai dari pelayanan 
perizinan, administrasi kependudukan, pengelolaan keuangan daerah, 
hingga pelayanan kesehatan dan pendidikan. Digitalisasi birokrasi 
diharapkan mampu menciptakan pelayanan publik yang lebih responsif, 
adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sekaligus 
memperkuat prinsip-prinsip good governance di seluruh tingkatan 
pemerintahan.  
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Meskipun demikian, implementasi Hukum Administrasi Publik 
dalam mendukung transformasi digital pemerintahan masih 
menghadapi berbagai tantangan. Berbagai pemerintah daerah masih 
mengalami permasalahan berupa rendahnya kualitas pelayanan publik, 
belum optimalnya integrasi sistem informasi, keterbatasan kompetensi 
digital aparatur sipil negara, lemahnya tata kelola data, serta belum 
meratanya infrastruktur digital. Selain itu, praktik penyalahgunaan 
kewenangan administrasi, tumpang tindih regulasi, serta belum 
optimalnya penerapan prinsip legalitas dalam penggunaan diskresi 
pemerintahan masih menjadi persoalan yang memengaruhi efektivitas 
penyelenggaraan administrasi publik. Kondisi tersebut menunjukkan 
bahwa transformasi digital tidak hanya memerlukan dukungan 
teknologi, tetapi juga membutuhkan penguatan aspek hukum 
administrasi sebagai dasar legalitas setiap tindakan pemerintahan.  

Dalam perspektif Hukum Administrasi Publik, setiap tindakan 
pemerintah wajib didasarkan pada asas legalitas, Asas-Asas Umum 
Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta prinsip akuntabilitas publik. 
Penguatan Hukum Administrasi Publik menjadi semakin penting karena 
digitalisasi pelayanan publik membawa konsekuensi hukum baru, 
seperti perlindungan data pribadi, keamanan informasi, keabsahan 
dokumen elektronik, penggunaan tanda tangan elektronik, serta 
mekanisme pertanggungjawaban administrasi dalam pelayanan berbasis 
digital. Oleh sebab itu, pengembangan pemerintahan digital tidak dapat 
dipisahkan dari penguatan regulasi administrasi negara agar 
transformasi birokrasi tetap berjalan sesuai prinsip negara hukum dan 
menjamin perlindungan hak-hak masyarakat sebagai pengguna layanan 
publik.  

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian 
mengenai Hukum Administrasi Publik masih didominasi oleh 
pendekatan normatif yang berfokus pada legalitas tindakan 
pemerintahan, penyelesaian sengketa administrasi negara, kewenangan 
pejabat administrasi, maupun implementasi Undang-Undang 
Administrasi Pemerintahan. Di sisi lain, penelitian mengenai 
transformasi digital pemerintahan umumnya lebih menitikberatkan 
pada implementasi SPBE, e-government, inovasi pelayanan publik, 
ataupun tata kelola teknologi informasi. Kajian yang mengintegrasikan 
perspektif Hukum Administrasi Publik dengan transformasi digital 
pemerintahan sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan publik masih relatif terbatas. Dengan demikian, masih 
terdapat kesenjangan penelitian (research gap) mengenai bagaimana 
Hukum Administrasi Publik berfungsi sebagai fondasi dalam 
mendukung implementasi digital governance sekaligus menjamin 
penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan prinsip good 
governance.  

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan 
kebaruan (novelty) melalui integrasi tiga perspektif utama, yaitu Hukum 
Administrasi Publik, good governance, dan digital governance, dalam 
satu kerangka analisis yang komprehensif. Penelitian ini tidak hanya 
membahas aspek normatif Hukum Administrasi Publik, tetapi juga 
menganalisis bagaimana prinsip-prinsip hukum administrasi 
diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan digital untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pendekatan tersebut 
memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan penelitian 
sebelumnya karena menghubungkan dimensi hukum, administrasi 
publik, dan transformasi digital sebagai satu kesatuan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan modern.  

Urgensi penelitian ini semakin tinggi mengingat pemerintah 
Indonesia sedang mempercepat reformasi birokrasi dan transformasi 
digital sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional. Keberhasilan 
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implementasi pemerintahan digital tidak hanya ditentukan oleh 
kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kepastian hukum, kualitas 
regulasi, kapasitas aparatur, serta penerapan prinsip-prinsip 
administrasi publik yang baik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian Hukum 
Administrasi Publik kontemporer, sekaligus menjadi masukan praktis 
bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan 
penguatan tata kelola pemerintahan digital yang efektif, transparan, 
akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik 
di Indonesia.  
 
METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan 
metode library research. Data penelitian diperoleh melalui studi 
terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal 
nasional dan internasional, dokumen pemerintah, serta hasil penelitian 
terdahulu yang berkaitan dengan Hukum Administrasi Publik, good 
governance, reformasi birokrasi, dan pelayanan publik. Analisis data 
dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan interpretasi terhadap 
berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Implementasi Hukum Administrasi Publik dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan 

Hasil kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, 
dokumen kebijakan pemerintah, serta literatur ilmiah menunjukkan 
bahwa implementasi Hukum Administrasi Publik di Indonesia 
mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam satu dekade 
terakhir. Perkembangan tersebut tidak hanya ditandai dengan semakin 
lengkapnya perangkat regulasi yang mengatur penyelenggaraan 
administrasi pemerintahan, tetapi juga dengan meningkatnya komitmen 
pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik 
(good governance). Reformasi administrasi yang dilakukan pemerintah 
diarahkan untuk menciptakan birokrasi yang profesional, akuntabel, 
transparan, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik. 

Perubahan yang paling mendasar dalam sistem administrasi 
pemerintahan adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 
tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang tersebut menjadi 
dasar hukum yang memberikan kepastian mengenai kewenangan 
pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan maupun melakukan 
tindakan administrasi. Sebelum adanya regulasi tersebut, praktik 
administrasi pemerintahan lebih banyak bertumpu pada ketentuan 
sektoral sehingga sering menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai 
batas-batas kewenangan pejabat administrasi. Kehadiran Undang-
Undang Administrasi Pemerintahan memberikan pedoman yang lebih 
komprehensif mengenai penggunaan kewenangan, penyalahgunaan 
wewenang, diskresi, penyelesaian sengketa administrasi, hingga 
perlindungan hukum bagi masyarakat. 

Berdasarkan hasil telaah terhadap berbagai literatur, 
implementasi Hukum Administrasi Publik diwujudkan melalui 
penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). AUPB 
merupakan seperangkat prinsip yang harus menjadi pedoman dalam 
setiap tindakan administrasi pemerintahan agar penyelenggaraan 
pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum. Asas 
tersebut meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, 
ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, 
keterbukaan, kepentingan umum, serta pelayanan yang baik. 
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Keberadaan asas-asas tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa setiap 
keputusan administrasi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga 
memenuhi rasa keadilan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan AUPB 
semakin memperoleh perhatian dalam berbagai kebijakan pemerintah. 
Hal tersebut terlihat dari penyusunan standar operasional prosedur 
(SOP) pada instansi pemerintah yang mengacu pada prinsip 
transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, berbagai kementerian, 
lembaga, maupun pemerintah daerah mulai menerapkan sistem 
pengawasan internal yang lebih ketat untuk memastikan setiap 
keputusan administrasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 
Penguatan sistem pengawasan tersebut diharapkan mampu mengurangi 
potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan 
pemerintahan. 

Implementasi Hukum Administrasi Publik juga tercermin dalam 
pelaksanaan reformasi birokrasi nasional. Reformasi birokrasi 
merupakan salah satu agenda strategis pemerintah yang bertujuan 
meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui 
penyederhanaan prosedur administrasi, peningkatan kualitas sumber 
daya aparatur, penguatan sistem pengawasan, serta peningkatan 
kualitas pelayanan publik. Berbagai program reformasi birokrasi telah 
menghasilkan perubahan yang cukup signifikan, terutama dalam 
penyederhanaan proses perizinan, pengembangan sistem pelayanan 
terpadu, serta peningkatan transparansi penyelenggaraan 
pemerintahan. 

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, implementasi 
Hukum Administrasi Publik juga diwujudkan melalui penerapan Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sistem ini memungkinkan 
penyelenggaraan administrasi pemerintahan dilakukan secara digital 
sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, efisien, dan 
transparan. Berbagai layanan administrasi yang sebelumnya dilakukan 
secara manual kini telah dialihkan ke sistem elektronik, seperti 
pelayanan perizinan, administrasi kependudukan, pelayanan 
perpajakan, pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta berbagai 
layanan publik lainnya. Digitalisasi administrasi tersebut mampu 
mengurangi birokrasi yang berbelit-belit sekaligus meningkatkan akses 
masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. 

Selain meningkatkan efisiensi pelayanan, implementasi SPBE juga 
memperkuat prinsip akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan. 
Seluruh proses administrasi dapat ditelusuri melalui sistem elektronik 
sehingga mempermudah proses pengawasan maupun evaluasi terhadap 
kinerja aparatur pemerintah. Transparansi yang dihasilkan melalui 
digitalisasi administrasi diharapkan mampu menekan praktik korupsi, 
kolusi, dan nepotisme yang selama ini menjadi salah satu tantangan 
dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Meskipun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa 
implementasi Hukum Administrasi Publik di Indonesia masih 
menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan yang paling 
menonjol adalah adanya perbedaan kualitas pelayanan publik antar 
daerah. Pemerintah daerah yang memiliki sumber daya manusia, 
anggaran, dan infrastruktur teknologi yang memadai cenderung mampu 
memberikan pelayanan administrasi yang lebih baik dibandingkan 
daerah yang masih memiliki keterbatasan kapasitas kelembagaan. 
Akibatnya, kualitas implementasi Hukum Administrasi Publik belum 
merata di seluruh wilayah Indonesia. 

Selain itu, masih ditemukan belum seragamnya pemahaman 
aparatur pemerintah mengenai penerapan AUPB dalam praktik 
administrasi sehari-hari. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 
masih terdapat pejabat administrasi yang lebih berorientasi pada 
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prosedur formal dibandingkan substansi pelayanan kepada masyarakat. 
Kondisi tersebut menyebabkan proses administrasi terkadang berjalan 
lambat, kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan belum 
sepenuhnya mencerminkan prinsip pelayanan publik yang berkualitas. 

Permasalahan lainnya adalah masih adanya penyalahgunaan 
kewenangan oleh pejabat administrasi negara. Penyalahgunaan 
kewenangan dapat berupa tindakan yang melampaui batas kewenangan, 
menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok 
tertentu, maupun mengambil keputusan yang bertentangan dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Praktik tersebut tidak 
hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menurunkan tingkat 
kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penguatan 
sistem pengawasan internal maupun eksternal menjadi aspek penting 
dalam meningkatkan efektivitas implementasi Hukum Administrasi 
Publik. 

Dalam perspektif Hukum Administrasi Publik, penyelenggaraan 
pemerintahan pada hakikatnya harus selalu berlandaskan asas legalitas 
(principle of legality). Asas legalitas mengandung makna bahwa seluruh 
tindakan pemerintah harus memiliki dasar kewenangan yang jelas 
sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip 
ini merupakan ciri utama negara hukum (rechtsstaat) yang 
menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan 
kekuasaan negara. Dengan demikian, setiap kebijakan maupun 
keputusan administrasi tidak boleh didasarkan semata-mata pada 
kehendak pejabat pemerintah, tetapi harus memiliki legitimasi hukum 
yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Menurut Ridwan HR (2020), asas legalitas merupakan fondasi 
utama Hukum Administrasi Negara karena berfungsi membatasi 
penggunaan kewenangan pemerintah agar tidak berkembang menjadi 
tindakan sewenang-wenang (abuse of power). Kewenangan administrasi 
pada dasarnya berasal dari atribusi, delegasi, maupun mandat 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh 
karena itu, setiap tindakan administrasi yang dilakukan di luar 
kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan cacat hukum dan dapat 
dibatalkan melalui mekanisme peradilan tata usaha negara. 

Pandangan tersebut diperkuat oleh Philipus M. Hadjon yang 
menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat 
merupakan tujuan utama Hukum Administrasi Publik. Pemerintah 
sebagai penyelenggara kekuasaan negara memiliki kewajiban untuk 
menghormati hak-hak warga negara dalam setiap tindakan administrasi. 
Perlindungan hukum tersebut diwujudkan melalui adanya prosedur 
administrasi yang jelas, kesempatan bagi masyarakat untuk 
memperoleh informasi, hak mengajukan keberatan terhadap keputusan 
administrasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui Peradilan 
Tata Usaha Negara. 

Implementasi Hukum Administrasi Publik juga tidak dapat 
dipisahkan dari konsep good governance. Tata kelola pemerintahan yang 
baik menghendaki adanya transparansi, partisipasi masyarakat, 
akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, dan responsivitas 
pemerintah terhadap kebutuhan publik. Dalam konteks ini, AUPB 
menjadi instrumen hukum yang menghubungkan prinsip-prinsip good 
governance dengan praktik penyelenggaraan administrasi 
pemerintahan. Semakin konsisten penerapan AUPB dalam setiap 
kebijakan administrasi, semakin tinggi pula kualitas tata kelola 
pemerintahan yang dihasilkan. 

Pelaksanaan reformasi birokrasi dan digitalisasi administrasi 
melalui SPBE menunjukkan bahwa implementasi Hukum Administrasi 
Publik tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap hukum, tetapi 
juga pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan yang cepat, 
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sederhana, mudah diakses, dan transparan merupakan bentuk nyata 
penerapan prinsip pelayanan yang baik sebagaimana diamanatkan 
dalam AUPB. Di sisi lain, penggunaan teknologi informasi juga 
memperkuat sistem pengawasan karena seluruh proses administrasi 
terdokumentasi secara elektronik sehingga memudahkan proses audit 
maupun evaluasi. 

Namun demikian, keberhasilan implementasi Hukum 
Administrasi Publik masih bergantung pada kualitas sumber daya 
manusia aparatur pemerintah. Regulasi yang baik tidak akan 
memberikan hasil yang optimal apabila tidak didukung oleh aparatur 
yang memiliki kompetensi, integritas, profesionalisme, dan komitmen 
terhadap pelayanan publik. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas 
aparatur melalui pendidikan, pelatihan, pembinaan etika, dan 
penguatan budaya organisasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan 
dari reformasi administrasi pemerintahan. 

Di samping itu, pengawasan yang efektif merupakan faktor penting 
dalam menjamin pelaksanaan Hukum Administrasi Publik. Pengawasan 
internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta 
pengawasan eksternal oleh lembaga pengawas, peradilan, dan 
masyarakat harus berjalan secara sinergis agar setiap penyimpangan 
administrasi dapat dicegah sejak dini. Pengawasan yang kuat akan 
meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus 
memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut dapat 
dipahami bahwa implementasi Hukum Administrasi Publik di Indonesia 
telah mengalami perkembangan yang cukup positif, terutama melalui 
penguatan regulasi, penerapan AUPB, reformasi birokrasi, dan 
digitalisasi pelayanan publik. Meskipun demikian, berbagai tantangan 
seperti ketimpangan kualitas pelayanan, belum meratanya kapasitas 
aparatur, lemahnya pengawasan, dan masih adanya penyalahgunaan 
kewenangan menunjukkan bahwa upaya penyempurnaan sistem 
administrasi pemerintahan perlu terus dilakukan. Dengan demikian, 
keberhasilan implementasi Hukum Administrasi Publik tidak hanya 
ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga 
oleh konsistensi pelaksanaan hukum, integritas aparatur, efektivitas 
pengawasan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal 
penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan 
berorientasi pada kepentingan umum. 
 

Hukum Administrasi Publik dalam Perspektif Good Governance 
Hasil kajian terhadap berbagai literatur, peraturan perundang-

undangan, serta kebijakan pemerintah menunjukkan bahwa 
implementasi Hukum Administrasi Publik memiliki peran yang sangat 
penting dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance di 
Indonesia. Keberadaan Hukum Administrasi Publik menjadi landasan 
normatif yang mengatur bagaimana pemerintah menggunakan 
kewenangannya secara sah, transparan, dan akuntabel dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks tersebut, 
reformasi administrasi pemerintahan tidak hanya berorientasi pada 
kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan 
kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berintegritas. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai program reformasi 
birokrasi yang dilaksanakan pemerintah telah memberikan dampak 
positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini terlihat 
dari meningkatnya transparansi dalam penyelenggaraan administrasi 
pemerintahan, penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah, serta semakin luasnya akses masyarakat terhadap 
informasi publik. Berbagai instansi pemerintah telah menerapkan 
standar pelayanan yang lebih jelas, prosedur administrasi yang lebih 
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sederhana, serta mekanisme evaluasi pelayanan secara berkala sebagai 
upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan. 

Penerapan pelayanan publik berbasis elektronik juga menjadi 
salah satu bentuk implementasi prinsip good governance. Digitalisasi 
pelayanan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 
memungkinkan masyarakat memperoleh berbagai layanan administrasi 
secara lebih cepat, mudah, dan transparan tanpa harus melalui 
prosedur birokrasi yang panjang. Selain meningkatkan efisiensi 
pelayanan, sistem elektronik juga memperkuat akuntabilitas karena 
seluruh proses administrasi dapat didokumentasikan dan diawasi 
secara lebih efektif. Di samping itu, tersedianya berbagai kanal 
pengaduan masyarakat secara daring memberikan ruang partisipasi 
yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, 
maupun laporan terhadap dugaan penyimpangan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. 

Meskipun demikian, hasil kajian juga menunjukkan bahwa 
implementasi prinsip good governance belum berjalan secara merata di 
seluruh daerah. Beberapa pemerintah daerah masih menghadapi 
kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya 
kompetensi aparatur, belum memadainya infrastruktur teknologi 
informasi, serta kapasitas kelembagaan yang belum optimal. Kondisi 
tersebut menyebabkan kualitas pelayanan publik dan penerapan 
prinsip-prinsip pemerintahan yang baik masih menunjukkan 
kesenjangan antarwilayah. Oleh karena itu, diperlukan upaya 
berkelanjutan dalam meningkatkan kapasitas aparatur, memperkuat 
kelembagaan, serta memperluas pemerataan akses terhadap teknologi 
informasi agar implementasi good governance dapat terlaksana secara 
lebih efektif. 

Dalam perspektif administrasi publik modern, Denhardt dan 
Denhardt (2021) menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan 
harus menempatkan masyarakat sebagai warga negara (citizen) yang 
memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang berkualitas, bukan 
sekadar sebagai pelanggan (customer). Konsep tersebut menunjukkan 
bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan 
pelayanan yang adil, responsif, transparan, serta menghormati hak-hak 
masyarakat dalam setiap proses administrasi. Dengan demikian, 
keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya diukur dari 
efisiensi birokrasi, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah mampu 
memenuhi kepentingan publik secara bertanggung jawab. 

Dalam teori Good Governance yang dikembangkan oleh United 
Nations Development Programme (UNDP), terdapat sembilan prinsip 
utama yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan, yaitu 
partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, orientasi 
pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, 
serta visi strategis. Kesembilan prinsip tersebut memiliki hubungan yang 
erat dengan Hukum Administrasi Publik karena setiap tindakan 
administrasi pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan 
yang sah, menjunjung tinggi kepastian hukum, serta mengutamakan 
kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, Hukum Administrasi Publik 
berfungsi sebagai instrumen hukum yang memastikan agar prinsip-
prinsip good governance dapat diterapkan secara konsisten dalam 
praktik penyelenggaraan pemerintahan. 

Apabila dikaitkan dengan indikator Hukum Administrasi Publik, 
implementasi good governance dapat dianalisis melalui beberapa aspek 
utama, yaitu legalitas setiap tindakan administrasi, akuntabilitas 
penyelenggaraan pemerintahan, transparansi pelayanan publik, 
perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, efektivitas penggunaan 
kewenangan administrasi, serta adanya mekanisme pengawasan yang 
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memadai. Semakin baik penerapan indikator-indikator tersebut, 
semakin tinggi pula kualitas tata kelola pemerintahan yang dihasilkan. 
Oleh karena itu, Hukum Administrasi Publik tidak hanya berfungsi 
sebagai perangkat pengaturan administrasi pemerintahan, tetapi juga 
sebagai instrumen untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, 
berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik sesuai dengan 
prinsip-prinsip good governance. 
 
Transformasi Digital dalam Administrasi Publik 

Hasil kajian terhadap berbagai literatur ilmiah, regulasi, dan 
kebijakan pemerintah menunjukkan bahwa transformasi digital telah 
menjadi salah satu strategi utama dalam modernisasi administrasi 
publik di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi mendorong 
pemerintah untuk mengubah sistem administrasi yang sebelumnya 
bersifat konvensional menjadi berbasis digital melalui penerapan Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Implementasi SPBE 
bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan 
pemerintahan, mempercepat pelayanan publik, serta mewujudkan tata 
kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien. 

Penerapan transformasi digital terlihat dari semakin luasnya 
penggunaan layanan administrasi berbasis elektronik, seperti pelayanan 
perizinan secara daring, penggunaan tanda tangan elektronik, 
pengelolaan arsip digital, sistem persuratan elektronik, serta integrasi 
berbagai layanan publik melalui platform digital. Selain itu, pemerintah 
juga mulai mengembangkan sistem pertukaran data antarinstansi guna 
meningkatkan koordinasi, mengurangi duplikasi data, serta 
mempercepat proses pengambilan keputusan. Digitalisasi administrasi 
tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat karena berbagai 
layanan dapat diakses kapan saja dan dari berbagai lokasi tanpa harus 
datang langsung ke kantor pemerintahan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital 
memberikan berbagai manfaat bagi penyelenggaraan administrasi 
publik, antara lain mempercepat proses pelayanan, meningkatkan 
akurasi pengelolaan data, menekan biaya operasional birokrasi, 
mengurangi kontak langsung antara masyarakat dengan aparatur, serta 
meningkatkan transparansi dalam setiap tahapan pelayanan 
administrasi. Digitalisasi juga mendukung peningkatan akuntabilitas 
karena seluruh proses administrasi terdokumentasi secara elektronik 
sehingga lebih mudah dilakukan pengawasan, evaluasi, maupun audit 
terhadap kinerja instansi pemerintah. 

Meskipun demikian, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa 
transformasi digital masih menghadapi sejumlah tantangan. 
Kesenjangan infrastruktur teknologi informasi antara daerah perkotaan 
dan wilayah terpencil menyebabkan kualitas layanan digital belum 
merata. Selain itu, keterbatasan jaringan internet, rendahnya 
kompetensi digital aparatur sipil negara, belum optimalnya 
interoperabilitas sistem informasi antarinstansi, serta masih adanya 
kekhawatiran terkait keamanan data dan privasi masyarakat menjadi 
faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi administrasi publik 
berbasis digital. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur, peningkatan 
kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan sistem informasi 
yang terintegrasi menjadi langkah penting dalam mendukung 
keberhasilan transformasi digital di sektor pemerintahan. 

Menurut teori Digital Government, transformasi digital tidak 
hanya dimaknai sebagai penerapan teknologi informasi dalam pelayanan 
publik, tetapi juga sebagai perubahan menyeluruh terhadap tata kelola 
organisasi pemerintahan. Transformasi tersebut mencakup perubahan 
budaya kerja birokrasi, penyederhanaan proses bisnis, peningkatan 
kualitas pelayanan, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat, 
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akurat, dan berbasis data. Dengan demikian, keberhasilan digitalisasi 
pemerintahan tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, 
tetapi juga pada kesiapan organisasi dan sumber daya manusia dalam 
mengelola perubahan tersebut. 

Dalam perspektif Hukum Administrasi Publik, transformasi digital 
harus tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip hukum 
administrasi yang menjamin legalitas setiap tindakan pemerintah. 
Seluruh pelayanan elektronik harus memiliki dasar hukum yang jelas, 
menjamin kepastian hukum, serta memberikan perlindungan terhadap 
hak-hak masyarakat, termasuk keamanan informasi dan perlindungan 
data pribadi. Dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, maupun 
keputusan administrasi yang diterbitkan secara digital harus memenuhi 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar memiliki kekuatan 
hukum yang sama dengan dokumen konvensional. 

Keberhasilan transformasi digital dalam administrasi publik dapat 
dianalisis melalui beberapa indikator, yaitu adanya kepastian hukum 
dalam penyelenggaraan pelayanan elektronik, efektivitas dan efisiensi 
proses administrasi, transparansi pelayanan kepada masyarakat, 
keamanan dan kerahasiaan data publik, serta meningkatnya kualitas 
pelayanan publik secara keseluruhan. Oleh karena itu, transformasi 
digital tidak hanya merupakan inovasi teknologi, tetapi juga menjadi 
bagian penting dari reformasi Hukum Administrasi Publik yang 
mendukung terwujudnya pemerintahan yang modern, profesional, 
akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. 
 
Tantangan Implementasi Hukum Administrasi Publik 

Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai literatur ilmiah, 
peraturan perundang-undangan, dan dokumen kebijakan pemerintah, 
implementasi Hukum Administrasi Publik di Indonesia masih 
menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas 
penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun reformasi birokrasi dan 
penguatan regulasi telah menunjukkan perkembangan yang positif, 
pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya berjalan secara optimal. 

Salah satu tantangan utama adalah masih ditemukannya 
tumpang tindih regulasi yang mengakibatkan ketidakjelasan pembagian 
kewenangan antarinstansi pemerintah. Kondisi tersebut berpotensi 
menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan tugas 
administrasi, memperlambat proses pengambilan keputusan, serta 
mengurangi efektivitas koordinasi antarlembaga. Selain itu, perubahan 
regulasi yang cukup dinamis juga menuntut aparatur pemerintah untuk 
terus menyesuaikan pemahaman dan pelaksanaan tugasnya agar tetap 
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan 
diskresi oleh sebagian pejabat administrasi masih menjadi 
permasalahan yang memerlukan perhatian. Diskresi pada dasarnya 
diberikan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan 
ketika peraturan belum mengatur secara jelas suatu keadaan. Namun, 
dalam praktiknya masih terdapat penggunaan diskresi yang melampaui 
batas kewenangan atau tidak didasarkan pada kepentingan umum 
sehingga berpotensi menimbulkan penyimpangan administrasi. Kondisi 
tersebut menunjukkan bahwa penerapan asas legalitas dan Asas-Asas 
Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) belum sepenuhnya diterapkan 
secara konsisten. 

Selain aspek regulasi, kompetensi aparatur sipil negara juga 
menjadi faktor yang memengaruhi kualitas implementasi Hukum 
Administrasi Publik. Perbedaan kemampuan aparatur dalam memahami 
hukum administrasi, tata kelola pemerintahan, serta pemanfaatan 
teknologi digital menyebabkan kualitas pelayanan publik belum seragam 
di setiap instansi maupun daerah. Di sisi lain, sistem pengawasan 
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internal belum sepenuhnya mampu mendeteksi dan mencegah 
terjadinya penyimpangan administrasi secara efektif. Tantangan 
tersebut diperkuat oleh keterbatasan infrastruktur digital, khususnya di 
wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), yang menyebabkan 
implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum 
dapat dilaksanakan secara merata. Selain itu, masih terdapat resistensi 
organisasi terhadap perubahan birokrasi akibat budaya kerja 
konvensional yang telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama 
sehingga proses transformasi administrasi berjalan lebih lambat dari 
yang diharapkan. 

Dalam perspektif Hukum Administrasi Publik, berbagai tantangan 
tersebut berkaitan erat dengan kualitas penggunaan kewenangan 
administrasi negara. Kewenangan yang tidak didukung oleh regulasi 
yang harmonis, aparatur yang kompeten, serta sistem pengawasan yang 
efektif berpotensi menimbulkan penyimpangan administrasi dan 
menurunkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, implementasi 
Hukum Administrasi Publik tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-undangan, tetapi juga membutuhkan tata kelola 
kelembagaan yang mampu menjamin penggunaan kewenangan secara 
bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. 

Menurut Stufflebeam melalui model evaluasi CIPP (Context, Input, 
Process, Product), keberhasilan suatu kebijakan atau program 
administrasi ditentukan oleh keterpaduan antara konteks, sumber daya 
yang tersedia, proses pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Dalam 
konteks implementasi Hukum Administrasi Publik, evaluasi tidak hanya 
difokuskan pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kesiapan sumber 
daya manusia, efektivitas pelaksanaan kebijakan, serta dampaknya 
terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Sementara itu, Ridwan 
HR menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan merupakan salah 
satu indikator utama lemahnya implementasi Hukum Administrasi 
Publik karena bertentangan dengan asas legalitas dan prinsip negara 
hukum. 

Dari perspektif administrasi publik modern, berbagai tantangan 
tersebut menunjukkan bahwa reformasi birokrasi tidak dapat 
diselesaikan hanya melalui pembentukan regulasi baru. Reformasi 
harus disertai dengan peningkatan kompetensi aparatur melalui 
pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, harmonisasi regulasi 
untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, penguatan sistem 
pengawasan internal dan eksternal, pembangunan infrastruktur digital 
yang merata, serta pengembangan budaya organisasi yang adaptif 
terhadap perubahan. Langkah-langkah tersebut menjadi prasyarat 
penting untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif, 
transparan, dan akuntabel. 

Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahwa 
implementasi Hukum Administrasi Publik di Indonesia telah mengalami 
perkembangan yang positif, terutama dalam aspek legalitas 
kewenangan, penerapan AUPB, akuntabilitas, transparansi, efektivitas 
pelayanan, perlindungan hukum bagi masyarakat, serta pemanfaatan 
teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, 
keberhasilan implementasinya masih dipengaruhi oleh kualitas regulasi, 
kompetensi aparatur, kepemimpinan birokrasi, kesiapan infrastruktur 
digital, dan komitmen seluruh penyelenggara pemerintahan dalam 
menerapkan prinsip-prinsip good governance. Temuan tersebut 
menegaskan bahwa Hukum Administrasi Publik tidak hanya berfungsi 
sebagai instrumen normatif yang mengatur tindakan administrasi 
negara, tetapi juga sebagai fondasi dalam membangun birokrasi modern 
yang adaptif, profesional, berintegritas, serta mampu memberikan 
pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan prinsip negara hukum 
dan tata kelola pemerintahan yang baik. 
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KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil kajian, implementasi Hukum Administrasi 
Publik di Indonesia menunjukkan perkembangan yang semakin baik 
melalui penguatan regulasi administrasi pemerintahan, penerapan Asas-
Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), reformasi birokrasi, serta 
digitalisasi pelayanan publik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik (SPBE). Implementasi tersebut telah memberikan kontribusi 
positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, 
terutama dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang 
lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada 
kepentingan masyarakat. Kehadiran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjadi landasan hukum yang 
memperkuat kepastian hukum dalam setiap tindakan administrasi 
pemerintahan sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh 
pejabat administrasi negara. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 
implementasi Hukum Administrasi Publik memiliki hubungan yang erat 
dengan penerapan prinsip-prinsip good governance. Penerapan asas 
kepastian hukum, kemanfaatan, keterbukaan, akuntabilitas, 
profesionalitas, proporsionalitas, serta pelayanan yang tidak 
diskriminatif mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 
pemerintah. Selain itu, transformasi digital melalui SPBE telah 
mempercepat proses administrasi, meningkatkan kualitas pelayanan, 
memperluas akses informasi publik, dan memperkuat transparansi 
penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun demikian, efektivitas 
implementasi Hukum Administrasi Publik masih menghadapi berbagai 
tantangan, antara lain tumpang tindih regulasi, penyalahgunaan 
diskresi, rendahnya kompetensi digital aparatur sipil negara, 
keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, lemahnya pengawasan 
internal, serta masih adanya resistensi organisasi terhadap perubahan. 
Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur, harmonisasi 
regulasi, optimalisasi penerapan AUPB dalam setiap proses administrasi 
pemerintahan, peningkatan pengawasan internal, percepatan 
transformasi digital yang merata di seluruh daerah, serta pengembangan 
budaya birokrasi yang adaptif terhadap inovasi. Dengan langkah-
langkah tersebut, implementasi Hukum Administrasi Publik diharapkan 
mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik 
(good governance), memperkuat kepastian hukum dalam administrasi 
negara, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong 
terciptanya pemerintahan yang profesional, responsif, dan berintegritas 
dalam menghadapi tantangan era digital. 
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